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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:
a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum

Indonesia;

b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan
penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali
dilakukan Pengumuman di Indonesia;

c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau
produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan
bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:

1.

2.

negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia
mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau

negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam
perjanjian multilateral yang sama mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak
Terkait.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(1)

(2)

(3)

(4)

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/atau
huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau
huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

1]
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Prakata

Buku dengan judul Pendididkan Kewirausahaan untuk
Penyandang Difabel diperuntukan untuk masyarakat luas. Buku ini
untuk memperluas cakrawala masyarakat dalam mendalami kaum
difabel bagaimana mereka berwirausaha. Masyarakat juga akan
mengetahui kaum difabel dalam konteks yang sebenarnya. Buku ini
berisi gambaran atau diskripsi mengenai kaum difabel dan
kewirausahaan.

Buku ini juga bertujuan, menyediakan bahan bacaan untuk
masyarakat mengenai kewirausahaan yang lebih spesifik. Bahan bacaan
masyarakat yang berisi mengenai ide-ide yang lebih menggelitik antara
kaum difabel dan kewirausahaan, juga nilai dan sikap terhadap
penerapan Kewirausahaan di masyarakat oleh kaum difabel.

Sasaran penggunaan buku ini masyarakat luas yang mempunyai
ketertarikan dengan kaum difabel dan kewirausahaan, kaum
intelektual, komunitas pengusaha. Buku ini berusaha untuk
membongkar potensi yang terkandung dalam kaum difabel. Masyarakat
juga akan mengetahui filosofis yang terkandung di dalam kaum difabel
1n1.

Ruang lingkup penulisan buku ini disusun dan dikembangkan
dengan berpedoman pada difabel dan kewirausahaan secara cerdas dan
smart, maka disusunlah buku ini, diawali pendahuluan dan kemudian
dikemas ke dalam tujuh bab, yang terdiri atas bab 1 penyandang difabel
dan kewirausahaan, bab 2 penyandang difabel dan masalah pekerjaan,
bab 3 konsep dasar kewirausahaan dan praktik bagi difabel, bab 4
Kewirausahaan dalam konteks karakter, bab 5 kesempatan
berwirausaha bagi penyandang difabel, bab 6 pengelolaan penyandang
difabel di tempat kerja, bab 7 peraturan standar tentang persamaan
kesempatan kerja bagi penyandang difabel (Resolusi PBB No. 48/96
Tahun 1993). Dalam setiap bab terdapat diskripsi yang
mendiskripsikan bahan bacaan ini sesual dengan kebutuhan

Vv



masyarakat.
Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini belum sempurna.

Saran dan Kritik untuk perbaikan dan penyempurnaan akan selalu

diterima dengan terbuka. Semoga segala bantuan dan pengorbanan dari
pembaca menjadi amal bailk dan dilimpahkan rahmat Allah SWT.

Semoga buku ini memberikan manfaat pada kita semua. Amin...

Penulis

\¥4|
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PENYANDANG DIFABEL DAN
KEWIRAUSAHAAN

A. Pengertian Penyandang Difabel

Pendapat Bandi Delphie (2009) difabel berasal dari istilah
different ability yang kini digunakan untuk menggantikan kata cacat
yang berkonotasi negatif menjadi berkebutuhan khusus. Difabel ini baik
yang terjadi sejak lahir ataupun karena kecelakaan dan akibat mengidap
suatu penyakit tertentu. Tak seorang pun yang menginginkan terlahir
cacat ataupun menjadi difabel karena Kkecelakaan ataupun karena
mengidap penyakit tertentu. Tetapi ketika hal itu sudah terjadi tentu
sikap dan tindakan yang tepat untuk mengatasinya sangatlah
diperlukan.

Hallahan (2009) pada sisi lain penyandang difabel adalah sebutan
untuk seseorang yang berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen
didiagnosis mereka ternyata mengalami hambatan karena faktor
internal dan/atau eksternal pada seseorang, sehingga untuk dapat
tumbuh dan berkembang secara optimal, mereka memerlukan layanan
pendidikan khusus.

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENYANDANG DIFABEL
dalam Konteks Pendidikan Karakter Bangsa
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Hasil dari kegiatan identifikasi adalah mengklasifikasikan
penyandang difabel berdasarkan jenis kelainan dan/atau hambatan
belajar yang dialami untuk keperluan layanan pendidikan khusus yang
sesuai bagi mereka. Klasifikasi penyandang difabel sesuai PP No. 17
Tahun 2010 Pasal 129 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
Khusus bagi Peserta Didik Penyandang Difabel; meliputi, antara lain:
tunanetra; tunarungu wicara; tunagrahita; tunadaksa; tunalaras;
berkesulitan belajar; lamban belajar; autis; memiliki gangguan motorik;
korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain;

Depdiknas (2002) konsep penyandang difabel memiliki arti yang
lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Penyandang
difabel adalah mereka yang dalam bidang pendidikan memerlukan
pelayanan yang spesifik, berbeda dengan seseorang pada umumnya.
Penyandang difabel ini mengalami hambatan dalam belajar,
perkembangan; dan mencari lapangan kerja. Oleh sebab itu, mereka
memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan hidup
masing-masing penyandang difabel, yaitu pendidikan kewirausahaan.

B. Klasifikasi Penyandang Difabel
Dalam hal klasifikasi penyandang difabel Bandi Dhelphie (2009)

berpendapat dalam usaha pelayanan pendidikan kewirausahaan bagi
penyandang difabel dapat diklasifikasikan, antara lain: gangguan
penglihatan (tunanetra); gangguan pendengaran (tunarungu); gangguan
intelektual (tunagrahita); gangguan fisik atau tunadaksa; gangguan
perilaku dan emosi (tunalaras), gangguan atau lamban belajar; dan

gangguan dalam interaksi atau autis.
Berbagai jenis dan pengklasifikasian penyandang difabel tersebut

untuk lebih mudahnya dalam layanan pendidikan, khususnya
pendidikan keterampilan kerja atau kewirausahaan perlu dikenal atau
diketahui terlebih dahulu dari masing-masing karakter penyandang
difabel misalnya melalui kegiatan identifikasi dan asesmen oleh

berbagai disiplin ilmu dan praktisi.
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IBNUSYAMSI-3

C. Karakteristik Penyandang Difabel
1. Gangguan penglihatan (tunanetra)

Gangguan penglihatan (tunanetra) adalah mereka yang mengalami
gangguan daya penglihataan sedemikian rupa, sehingga membutuhkan
layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya.

Layanan khusus dalam pendidikan bagi penyandang difabel jenis
tunanetra, yaitu dalam membaca menulis dan berhitung diperlukan
huruf braille bagi yang buta, dan bagi yang sedikit penglihatan
diperlukan kaca pembesar atau huruf cetak yang besar, media yang
dapat diraba dan didengar atau diperbesar. Di samping itu, diperlukan
latihan orientasi dan mobilitas. Hallahan (2005) untuk mengenali
gangguan penglihatan, dapat melihat ciri-ciri sebagai berikut:

a. Kurang melihat (kabur) tidak mampu mengenali orang pada jarak
6 m.

b. Kesulitan mengambil benda kecil didekatnya.

c. Tidak dapat menulis mengikuti garis lurus.

. Sering meraba-raba dan tersandung waktu berjalan,

Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh/bersisik kering.
Tidak mampu melihat.

Peradangan hebat pada kedua bola mata,

h. Mata bergoyang terus.

Pada sisi lain Bandi Delphie (2009) berpendapat, gangguan
penglihatan dapat dikelompokkan:

a. Berdasarkan ukuran ketajaman penglihatan, seseorang tunanetra
dapat dibagi menjadi:

) Mampu melihat dengan ketajaman penglihatan (acuity) 20/70
artinya tunanetra melihat dari jarak 20 feet (6 meter) sedangkan
orang normal dari jarak 70 feet (21 meter). Mereka digolongkan
ke dalam low vision (keterbatasan penglihatan)

2) Mampu membaca huruf paling besar di Snellen Chart dari jarak 20
feet (acuity 20/200 - legal blind) dikategorikan buta. Ini berarti
penyandang tunanetra melihat huruf E dari jarak 6 meter,
sedangkan orang normal dari jarak 60 meter.

- O Q.

JQ
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b. Karakteristik penyandang tunanetra yang memiliki keterbatasan
pengelihatan (low vision):
1) Mengenal bentuk atau objek dari berbagai jarak.
2) Menghitung jari dari berbagai jarak.
3) Tidak mengenal tangan yang digerakkan.
c. Kelompok yang mengalami keterbatasan penglihatan berat (buta) :
1) Mempunyal persepsi cahaya (light perception).
2) Tidak memiliki persepsi cahaya (no light perception).
d. Dalam perspektif pendidikan, tunanetra dikelompokan menjadi:
1) Mereka yang mampu membaca huruf cetak standar.
2) Mampu membaca huruf cetak standar, tetapi dengan bantuan

kaca pembesar.
3) Mampu membaca huruf cetak dalam ukuran besar (ukuran huruf

No. 18.)
4) Mampu membaca hurut cetak secara kombinasi, cetakan reguler,
dan cetakan besar.
5) Menggunakan Braille tetapi masih bisa melihat cahaya.
e. Keterbatasan penyandang tunanetra:
1) Keterbatasan dalam konsep dan pengalaman baru.
2) Keterbatasan dalam berinteraksi dalam lingkungan.
3) Keterbatasan dalam mobilitas.
f. Kebutuhan pembelajaran penyandang tunanetra.
Karena Keterbatasan penyandang tunanetra seperti tersebut di atas
maka pembelajaran bagi mereka mengacu pada prinsip-prinsip
sebagai beikut:
) Kebutuhan akan pengalaman konkrit.
2) Kebutuhan akan pengalaman yang terintegrasi.
3) Kebutuhan dalam berbuat dan bekerja dalam belajar
g. Media belajar untuk penyandang tunanetra dikelompokan menjadi
dua yaitu:
) Kelompok buta dengan media penulisan braille.
2) Kelompok low vision dengan media tulisan awas yang dimodifikasi
(misalnya tipe huruf diperbesar dan penggunaan alat pembesar).

BAB | : PENYANDANG DIFABEL DAN KEWIRAUSAHAAN
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2. Difabel dengan gangguan pendengaran (tunarungu)

Difabel gangguan pendengaran adalah mereka yang kehilangan
seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga mengalami
gangguan berkomunikasi secara verbal. Walaupun telah diberikan
pertolongan dengan alat bantu dengar, mereka masih tetap memerlukan
layanan pendidikan khusus.

a. Ciri-ciri difabel gangguan pendengaran adalah sebagai berikut:

1) Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar.

2) Banyak perhatian terhadap getaran.

3) Terlambat dalam perkembangan bahasa.

4) Tidak ada reaksi terhadap bunyi atau suara.

5) Terlambat perkembangan bahasa.

6) Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi.

7) Kurang atau tidak tanggap dalam diajak bicara.

8) Ucapan kata tidak jelas, kualitas suara aneh/monoton.

b. Kebutuhan pembelajaran difabel gangguan pendengaran, secara
umum tidak berbeda dengan seseorang pada umumnya. Tetapi
mereka memerlukan perhatian dalam kegiatan pembelajaran,
antara lain:

) Tidak mengajak penyandang gangguan pendengaran dan wicara
dengan cara membelakanginya.

2) Penyandang gangguan pendengaran dan wicara hendaknya
didudukkan paling depan, sehingga memiliki peluang untuk
mudah membaca bibir guru.

3) Perhatikan postur penyandang gangguan pendengaran dan wicara
yang sering memiringkan kepala untuk mendengarkan.

4) Dorong mereka untuk selalu memperhatikan wajah guruy,
bicaralah dengan mereka dengan posisi berhadapan dan bila
memungkinkan kepala guru sejajar dengan kepala penyandang
gangguan pendengaran dan wicara.

5) Guru bicara dengan volume biasa tetapi dengan gerakan bibirnya
yang harus jelas (Hallahan, 2005).

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENYANDANG DIFABEL
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3. Difabel dengan gangguan intelektual (tunagrahita)

Tunagrahita (retardasi mental) adalah penyandang difabel anak
yang secara nyata mengalami hambatan dan Kketerbelakangan
perkembangan mental-intelektual di bawah rata-rata, sehingga
mengalami Kkesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Mereka
memerlukan layanan pendidikam khusus.

Ketunagrahitaan mengacu pada intelektual umum yang secara
signifikan berada di bawah rata-rata. Penyandang difabel tunagrahita
mengalami hambatan dalam tingkah laku dan penyesuaian diri. Semua
itu berlangsung atau terjadi pada masa perkembangannya. Dengan
demikian, seseorang dikatakan penyandang tunagrahita apabila
memiliki tiga indikator, yaitu: (1) keterhambatan fungsi kecerdasan
secara umum atau di bawah rata-rata, (2) ketidakmampuan dalam
perilaku sosial, dan (3) hambatan perilaku adaptif terjadi pada usia
perkembangan yaitu sampai dengan usia 18 tahun. Tingkat kecerdasan
seseorang diukur melalui tes inteligensi yang hasilnya disebut dengan
[Q (Intelligence Quotient).

4. Difabel gangguan fisik atau tunadaksa

Difabel gangguan tunadaksa adalah mereka yang mengalami
Kelainan atau cacat yang menetap pada anggota gerak (tulang, sendi,
otot). Mereka mengalami gangguan gerak karena kelayuhan otot, atau
gangguan fungsi syaraf otak disebut CP (Cerebral Palsy).

Dari segi fungsi fisik, gangguan tunadaksa diartikan sebagai
seseorang yang fisik dan kesehatanya terganggu sehingga mengalami
Kelainan di dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Untuk
meningkatkan fungsinya diperlukan program dan layanan pendidikan
Khusus. Peristilahan dalam kelumpuhan dibagi menurut daerah
kelumpuhannya. Kelumpuhan sebelah badan disebut hemiparalise,
kelumpuhan kedua anggota gerak bawah disebut paraparalise.

a. Ciri-ciri difabel gangguan fisik dapat dilukiskan sebagai berikut :
1) Jaritangan kaku dan tidak dapat menggenggam.

BAB | : PENYANDANG DIFABEL DAN KEWIRAUSAHAAN
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2) Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap/tidak
sempurna/lebih kecil dari biasa.

3) Kesulitan dalam gerakan (tidak sempurna, tidak lentur/tidak
terkendali, bergetar).

4) Terdapat gangguan pada anggota gerak.
5) Anggota gerak layu, kaku, lemah/lumpubh.

b. Kebutuhan pembelajaran bagi difabel gangguan fisik.
Guru sebelum memberikan pelayanan dan pembelajaran bagi bagi
difabel harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Segi kesehatan difabel gangguan fisik.
Apakah 1a memililki kelainan khusus seperti kencing manis atau

pernah dioperasi, kalau digerakkan sakit sendinya, dan masalah
lain seperti harus meminum obat dan sebagainya.

2) Kemampuan gerak dan mobilitas.
Apakah anak ke sekolah menggunakan transportasi khusus, alat

bantu gerak, dan sebagainya. Hal ini berhubungan dengan
lingkungan yang harus dipersiapkan.

3) Kemampuan komunikasi.
Apakah ada kelainan dalam berkomunikasi, dan alat komunikasi

yang akan digunakan (lisan, tulisan, isyarat) dan sebagainya.

4} Kemampuan dalam merawat diri.
Apakah penyandang difabel gangguan fisik dapat melakukan
perawatan diri dalam aktivitas sehari-hari atau tidak. Misalnya;
dalam berpakaian, makan, mandi, dan lain-lain.

5) Posisi difabel gangguan fisik
Bagaimana posisi difabel gangguan fisik tersebut pada waktu
menggunakan alat bantu, duduk pada saat menerima pelajaran,
waktu istirahat, di kamar kecil (toilet), saat makan dan

sebagainya. Sehingga physical therapis sangat diperlukan.

5. Difabel dengan gangguan perilaku dan emosi (tunalaras)
Difabel dengan gangguan perilaku dan emosi (tunalaras) adalah

gangguan yang berperilaku menyimpang baik pada taraf sedang, berat
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dan sangat berat, terjadi pada usia anak dan remaja, sebagail akibat
terganggunya perkembangan emosi dan sosial atau keduanya, sehingga
merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan, maka dalam
mengembangkan potensinya memerlukan pelayanan dan pendidikan
secara Khusus.

Di dalam dunia PLB dikenal dengan nama penyandang tunalaras
(behavioral disorder). Kelainan tingkah laku ditetapkan bila
mengandung unsur:

a. Tingkah laku menyimpang dari standar yang diterima umum.
b. Derajat penyimpangan tingkah laku dari standar umum sudah

ekstrim.
c. Lamanya waktu pola tingkah laku itu dilakukan.

6. Difabel dengan gangguan lamban belajar
Lamban belajar (slow learner) adalah difabel dengan gangguan
yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah orang normal, tetapi
tidak termasuk tunagrahita (biasanya memiliki IQ sekitar 80-85).
Dalam beberapa hal difabel 1ini mengalami hambatan atau
keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan kemampuan untuk
beradaptasi, tetapi lebih baik dibanding dengan yang tunagrahita.
Mereka membutuhkan waktu belajar lebih lama dibanding dengan
sebayanya. Sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus.
a. Ciri-ciri yang dapat diamati pada difabel dengan gangguan lamban
belajar:
1) Rata-rata prestasi belajarnya rendah (kurang dari 6),
2) Menyelesaikan  tugas-tugas akademik sering terlambat
dibandingkan teman-teman seusianya.
3) Daya tangkap terhadap pelajaran lambat.

4) Pernah tidak naik kelas.
b. Difabel gangguan lamban belajar membutuhkan layanan khusus

antara lain:
) Waktu yang lebih lama dibanding seseorang pada umumnya.
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2) Kesabaran petugas untuk tidak terlalu cepat dalam memberikan
penjelasan.

3) Memperbanyak latihan dari pada hapalan dan pemahaman.

4) Menuntut digunakannya media pembelajaran yang variatift oleh
guru,

5) Diperlukan adanya pengajaran remedial.

7. Difabel gangguan dalam interaksi atau autis

Autis dari kata auto, yang berarti sendiri, dengan demikian dapat
diartikan seorang anak yang hidup dalam dunianya. Menurut (Lovas,
2003) penyandang autis cenderung mengalami hambatan dalam
interaksi, komunikasi, perilaku sosial.
a. Penyandang autis memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Mengalami hambatan di dalam bahasa.

2) Kesulitan dalam mengenal dan merespon emosi dengan isyarat
sosial.

3) Kekakuan dan miskin dalam mengekspresikan perasaan.

4) Kurang memiliki perasaan dan empati.

5) Sering berperilaku di luar kontrol dan meledak-ledak.

6) Secara menyeluruh mengalami masalah dalam perilaku.

7) Kurang memahami akan keberadaan dirinya sendiri.

8) Keterbatasan dalam mengekspresikan diri.

9) Berperilaku monoton dan mengalami kesulitan untuk beradaptasi
dengan lingkungan.

b. Kebutuhan pembelajaran penyandang autis:

Penyandang autis membutuhkan pembelajaran khusus antara lain

sebagai berikut:

) Perlukan adanya pengembangan strategi untuk belajar dalam
setting kelompok.

2) Perlu menggunakan beberapa teknik di dalam
menghilangkan perilaku-perilaku negatif yang muncul dan
mengganggu kelangsungan proses belajar secara keseluruhan
(stereotip).
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3) Guru perlu mengembangkan ekspresi dirinya secara verbal
dengan berbagal bantuan.

4) Guru perlu terampil mengubah lingkungan belajar yang nyaman
dan menyenangkan bagi penyandang autis, sehingga tingkah laku
anak dapat dikendalikan pada hal yang diharapkan.

D. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewirausahaan

Pendidikan di Indonesia saat ini cenderung lebih mengedepankan
penguasaan aspek keilmuan, kecerdasan, dan mengabaikan pendidikan
karakter. Pengetahuan tentang kaidah moral yang didapatkan dalam
pendidikan moral atau etika di sekolah saat ini semakin ditinggalkan (Binsar A.
Hutabarat, 2010). Kebanyakan pelaksana pendidikan mulai kurang
memperhatikan lagi bagaimana pendidikan itu dapat berdampak terhadap
perilaku seseorang. Itulah kelemahan terbesar pendidikan yakni gagal untuk
menghadirkan generasi anak-anak bangsa yang berkarakter kuat.

Ciri-ciri karakter yang diinginkan dalam tujuan pendidikan untuk
membangun jiwa Kkewirausahaan di sekolah, seperti kejujuran,
kesopanan, Kkeberanian, ketekunan, Kkesetiaan, pengendalian dirj,
simpati, toleransi, keadilan, menghormati harga diri individu, tanggung
jawab untuk kebaikan umum dan lain-lain. Lebih spesifiknya
dikemukakan  Thomas Zimmers (2001), pendidikan yang
mengambangkan karakter adalah upaya yang dilakukan pendidikan
untuk membantu anak didik supaya mengerti, kepedulian, dan
bertindak berdasarkan nilai-nilai etika. Anak didik dapat menilai mana
yang benar, sangat memedulikan tentang yang benar, dan melakukan
apa yang mereka yakini sebagai yang benar, walaupun ada tekanan dari
luar dan godaan dari dalam.

Pada sisi lain, permasalahan yang muncul jumlah angka
pengangguran di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya.
Peningkatan angka pengangguran tersebut selalu dikaitkan dengan
sekolah (lembaga pendidikan) selaku lembaga yang menghasilkan
calon-calon tenaga Kkerja tersebut. Para pengelola sekolah (kepala
sekolah, guru) menjadi sorotan semua pihak baik itu pengamat
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pendidikan, politisi, bahkan pemerintah sendiri karena dianggap tidak
dapat menghasilkan tamatan-tamatan yang berkualitas. Pengangguran
ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu
menampung jumlah angkatan kerja yang ada, atau dengan kata lain laju
pertambahan tenaga Kkerja tidak sebanding dengan pertumbuhan
lapangan pekerjaan. Penyandang difabel merupakan salah satu dari
permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Menurut Hakim, Rusman
(1998) masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak
orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi
sosial secara kolektif. Sementara menurut Robke (2009) menyatakan
social problems adalah: Conditions among people leading to social
responses that violate some people’s values and norms and cause
emotional or economic suffering. Examples of social problem include
crime, social inequality, poverty, racism, drug abuse, family problems, and
maldistribution of [imited resources.

Berdasarkan batasan tersebut maka penyandang difabel/cacat
disebut masalah sosial karena sebagai sesuatu kondisi yang mengarah
kepada reaksi melanggar nilai-nilai, norma-norma dirasakan banyak
orang dan mengakibatkan masalah emosional dan masalah ekonomi.
Penyandang difabel yang mereka alami mengakibatkan adanya
ketidaksamaan sosial, diskriminasi, dalam permasalahan keluarga,
pendistribusian yang salah tentang sumber-sumber yang terbatas dan
kemiskinan, permasalahan tersebut menuntut pemecahan.

Penyandang difabel merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan penyandang
difabel merupakan permasalahan bangsa Indonesia. Mereka hidup sama
seperti anggota masyarakat lainnya, ingin dihargai dan menghargai,
ingin dicintai dan mencintai, ingin memiliki dan dimiliki, mempunyai
karsa dan rasa, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan sama
seperti manusia lainnya. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka
permasalahan penyandang difabel akan tetap ada di tengah-tengah
masyarakat Indonesia apabila tidak ditangani secara benar.
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World Health Organization (2001) tentang pengelolaan
penyandang difabel di tempat kerja adalah sebagai berikut: Para
penyandang difabel bukanlah kelompok manusia yang beragam. Mereka
ada yang mengalami cacat fisik, cacat sensorik, pikiran atau mental.
Mereka ada yang menyandang difabel sejak lahir, atau saat kanak-
kanak, remaja atau dewasa ketika masih bersekolah atau bekerja.
Kondisi kecacatan mereka mungkin hanya sedikit berdampak pada
kemampuan mereka untuk bekerja dan berpartisipasi di tengah
masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan
dukungan atau bantuan dari orang lain.

Di seluruh belahan dunia, para penyandang difabel berpartisipasi
dan memberikan sumbangan berarti pada dunia kerja di segala
tingkatan. Penelitian Haryanto (2010), banyak penyandang difabel yang
ingin bekerja tetapi tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh
pekerjaan karena berbagai hambatan. Tingkat pengangguran di
kalangan 386 juta penyandang difabel di seluruh dunia yang berada
pada usia kerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat
pengangguran usia Kerja umumnya.

Kendati diakui pertumbuhan ekonomi dapat mengarah pada
meningkatnya peluang kerja, kaidah menegaskan langkah-langkah
terbailk yang memungkinkan para pengusaha untuk memanfaatkan
keterampilan dan potensi penyandang difabel sejalan dengan kondisi
nasional yang ada. Juga semakin jelas bahwa penyandang difabel tidak
hanya memberikan sumbangan berharga bagi perekonomian nasional,
tetapl juga menegaskan fakta bahwa dengan mempekerjakan mereka
menurunkan biaya jaminan penyandang difabel dan sekaligus
mengentaskan kemiskinan. Binsar A. Hutabarat, (2010), ada
kKecenderungan bisnis yang kuat untuk mempekerjakan penyandang
difabel: (1) berdasarkan perkiraan organisasi kesehatan dunia, dari 10
persen penduduk dunia atau 610 juta jiwa adalah penyandang difabel,
dan 610 juta di antaranya berusia antara 15 sampai 64 tahun; (2) angka
pengangguran yang dilaporkan di Amerika Serikat berkisar mulai dari
13 persen.
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Jumlah ini dua kali lipat dari angkatan kerja penyandang difabel, hingga
18 % di Jerman, dan bahkan 80 persen atau lebih di banyak negara
berkembang.

Penelitian Ibnu Syamsi (2005) dalam hal angkatan Kkerja,
kurikulum yang diterapkan di sekolah sekarang ini cenderung teoritis,
hal ini turut memberikan kontribusi kepada ketidaksiapan lulusan
untuk memilih karir kerja mandiri (self-employment) atau berwirausaha
karena mereka hanya disiapkan untuk melanjutkan atau masuk
perguruan tinggi. Demikian pula lulusan perguruan tinggl pada
umumnya dipersiapkan untuk bekerja menjadi karyawan. Memilih karir
berwirausaha merupakan kasus luar biasa, kecuali bagi mereka yang
memiliki latar belakang keluarga wirausaha terutama dari kalangan
warga etnis keturunan. Oleh sebab itu, pendidikan kewirausaahaan
mungkin merupakan bagian dari solusi mengatasi masalah
pengangguran.

Sebenarnya angka pengangguran tersebut tidak sepenuhnya
diakibatkan dengan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, akan
tetapl juga berasal dari faktor internal para calon tenaga Kkerja itu
sendiri. Menurut hemat penulis ada beberapa faktor penyebabnya,
yaitu: (1) sebagian besar lulusan sekolah menengah ataupun perguruan
tinggi menginginkan pekerjaan-pekerjaan di sektor formal seperti
menjadi Pegawai Negeri Sipil. Data dari Departemen Tenaga Kerja
(2010) pemerintah telah memprogramkan bahwa pertumbuhan jumlah
pegawal negeri adalah 0 persen. Kalaupun ada penerimaan dan
pengangkatan pegawai negeri baru, itu hanyalah penyisipan untuk
menggantikan mereka-mereka yang sudah memasuki usia pensiun, dan
itu pun jumlahnya sangat sedikit; (2) sebagian para calon tenaga Kerja
itu tidak memiliki bekal pendidikan kewirausahaan (entrepreneurship),
sehingga mereka cenderung mencari atau mengharapkan pekerjaan dari
orang lain dan bukan sebaliknya berupaya mengembangkan potensi
dirinya serta berusaha menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang
lain.
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Berdasarkan fenomena di atas, maka salah satu upaya yang dapat
dilakukan oleh sekolah untuk meminimalisasi pengangguran tersebut
adalah memberikan pendidikan kewirausahaan (entrepreneurship)
semenjak dini. Sehingga para siswa memiliki bekal spirit yang tinggi
yaltu mandiri, berani menanggung risiko dan mampu memanfaatkan
peluang sekecil apapun serta memiliki jiwa kewirausahaan dan tidak
mudah menyerah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007
tentang Standar Kepala Sekolah menegaskan bahwa seorang kepala
sekolah harus memiliki lima dimensi kompetensi minimal, yaitu: (1)
kompetensi kepribadian, (2) manajerial, (3) kewirausahaan, (4)
supervisi, dan (5) sosial. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas
tambahan sebagai kepala sekolah sehinnga ia pun harus memiliki
kompetensi yang disyaratkan memiliki kompetensi guru vyaitu:
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Buchari
(2006), dimensi kompetensi kewirausahaan meliputi kegiatan belajar:
(1) konsep dan latihan kewirausahaan, (2) konsep dan latihan inovasi,
(3) konsep dan latihan bekerja keras, (4) konsep dan latihan motivasi
kuat (komitmen) dan pantang menyerah, (5) konsep dan latihan
kreativitas untuk selalu mencari solusi terbaik, dan (6) evaluasi diri
memiliki naluri kewirausahaan.

Satu di antara dimensi kompetensi kepala atau pengawas sekolah
dan guru adalah kewirausahaan. Kewirausahaan di sini dalam makna
untuk kepentingan pendidikan yang bersifat sosial bukan untuk
kepentingan komersial. Kewirausahaan dalam bidang pendidikan yang
diambil adalah karakteristiknya (sifatnya) seperti inovatif, bekerja
keras, motivasi yang kuat, pantang menyerah dan selalu mencari solusi
terbaik, dan memiliki naluri kewirausahaan; bukan mengomersialkan
sekolah. Semua karakteristik tersebut bermanfaat bagi kepala atau
pengawas sekolah dan guru serta tata usaha dalam mengembangkan
sekolah, mencapai keberhasilan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi
sebagai pemimpin, menghadapi kendala sekolah, mengelola kegiatan
sebagai sumber belajar siswa.
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Dalam keterpurukan ekonomi yang telah melanda bangsa
Indonesia sejak bulan Agustus tahun 1997, disadari bahwa
perekonomian yang bertumpu pada industri-industri hilir yang bahan
bakunya merupakan hasil impor, tidak dapat menahan gejolak ekonomi
global. Konsepsi yang dahulu sayup-sayup terdengar bahwa berdiri atas
kaki sendiri dalam perekonomian yang bertumpu kepada kekuatan
sumber daya alam dan daya menusia sendiri akan mengokohkan
keberadaan bangsa Indonesia, pada saat ini terasa lebih bermakna,
walaupun didasari bahwa hal itu memerlukan kerja keras dari seluruh
bangsa Indonesia yang telah dianugerahi kekayaan alam yang meliputi
daratan dan lautan.

Beberapa tahun yang lalu, dalam suasana bangsa yang terpaku
pada industri besar yang seolah-olah memberikan harapan dalam
peningkatan kesejahteraan menuju masyarakat adil dan makmur,
industri-industri kecil nyaris hanya menjadi bagian yang tidak
signifikan. Bahkan keberadaannya tergusur olah produk impor sejenis
yang lebih murah dan lebih baik kualitasnya. Industri-industri Kkecil
tidak dapat sepenuhnya didorong untuk sanggup bersaing dengan
produk impor atau menjadi partner industri besar sebagai pemasok
komponen-komponen produknya, arena keterbatasan kualitas SDM
yang dipunyainya dalam penguasaan teknologi dan keahlian pemasaran.
Di lain pihak, lulusan perguruan tinggi lebih banyak berorientasi untuk
berkarya di industri-industri besar dari pada bekerja di perusahaan
kecil menengah atau menjadi pengusaha sendiri. Hal ini disebabkan
adanya kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar oleh industri-industri
besar tersebut. Kondisi ini dipertajam pula oleh terlampau sedikitnya
usaha menyisipkan pemahaman jiwa kewirausahaan dalam pendidikan
di Perguruan Tinggi.

Pada kenyataan selama ini, sebagian besar dari pengusaha
Indonesia tumbuh dan berkembang dengan jiwa kewirausahaan turun
temurun, bukan melalui pendidikan formal. Budaya wirausaha tumbuh
dan berkembang hanya dalam keluarga atau kelompok masyarakat
tertentu saja. Pendidikan di Perguruan Tinggi lebih banyak.
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Menghasitkan lulusan pekerja yang walaupun berpengetahuan tinggi,
bukan wirausahawan yang dengan penguasaan sains dan teknologinya
berusaha secara mandiri dalam mensejahterakan diri dan masyarakat.
Padahal untuk meningkatkan penciptaan dan pertumbuhan wirausaha
baru, dibutuhkan suatu keterpaduan yanng sinergik antara pengusaan
iIlmu dan teknologi (termasuk kejelian menerapkannya sesuai dengan
kebutuhan masyarakat), keuangan (financial cost) dan manajemen
produksi.

Penelitian Ibnu Syamsi (2009), kecenderungan para peneliti
indonesia terlalu sedikit menaruh minat atau mempunyai jiwa
kewirausahaan, mengakibatkan sebagian besar dari hasil-hasil
penelitian dan pengembangan hanya bernilai akademis saja, sedikit
sekali berlanjut dengan perwujudan produk komersial yang dapat
memberikan  konstribusi terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat di Indonesia.

Untuk menghadapi era perdagangan bebas yang telah dibuka pada
tahun 2003 dan sebagai salah satu upaya mendorong pembangunan
kembali perekonomian yang kini terpuruk, budaya wirausaha harus
terwujud sebagai sublimasi dari penguasaan sains, teknologi dan sesuai
dengan pengetahuan kewirausaan dalam diri setiap atau paling tidak
sebagian besar lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia. Hal ini
merupakan realitas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang
mencanangkan usaha mencerdaskan bangsa seiring dengan usaha
memajukan kesejahteraan bangsa. Dengan demikian, pendidikan di
Perguruan Tinggi akan dapat mensinergikan usaha mencerdaskan
bangsa dengan usaha mensejahterakan bangsa, sehingga bangsa
Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain dalam berkarya, baik di
dalam negeri maupun di mancanegara. Salain itu, jiwa wirausaha
lulusan Perguruan Tinggi akan mendorong tumbuhnya industri-industri
kKecil dan menengah (yang pada saat ini terbukti ketangguhannya) yang
sanggup menghasilkan barang produksi dan atau jasa berkualitas tinggi
memenuhi standar nasional dan internasional.
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Untuk mendukung upaya bangsa Indonesia dalam menata dan
membangun Kkembali perekonomiannya, Direktorat Pembinaan
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Dibinlitabmas) Direktorat
Jendral Pendidikan Tinggi (2013) Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan (Depdiknas), mencanangkan enam wahana kegiatan dalam
merelisasikan pengembangan budaya kewirausahaan. Perguruan Tinggi
Negeri dan Swasta diundang untuk mengajukan usulan program
pengembangan budaya kewirausahaan di masing-masing perguruan
tnggi, sebagai upaya memadukan Kkegiatan pencerdasan dengan
kegiatan pensejahteraan bangsa sejalan dengan perwujudan sumber
daya manusia Indonesia seutuhnya.

Program pengembangan budaya kewirausahaan di perguruan
tinggi ini pada hakikatnya merupakan titik dari program-program
penelitian (seperti penelitian dasar, penelitian dosen muda, dan
penelitian hibah bersaing), program penerapan Ipteks dan program
Vucer untuk pengabdian kepada masyarakat, yang telah dilaksa-nakan
selama ini oleh berbagal universitas/institut dan politeknik dengan
pendanaan melalui Ditbinlitabmas Dikti. Tidak dapat dipungkiri bahwa
keberhasilan program penelitian dalam mewujudkan penguasaan Iptek
yang dibuktikan dengan bertumbuhkembangnya beberapa konsep dan
produk orisinal serta keberhasilan program pengabdian Kkepada
masyarakat, yang dicirikan oleh antusiasme masyarakat dalam
menanggapi hasil karya penerapan iptek yang dibutuhkannya,
memberikan Inspirasi kuat diselenggarakannya program
pengembangan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi ini yang
telah berjalan sejak tahun 1997. Diharapkan agar ini dapat mendorong
akselerasi pemulihan ekonomi (economi recovery) di Indonesia.

Mencermati perkembangan Program Pengabdian kepada
Masyarakat (PPM) DP2M selama 15 tahun terakhir, terasakan
keutamaan peranan evaluasi program. Mengacu kepada hasil evaluasi
program tersebut, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (DP2M) Ditjen Dikti menciptakan berbagai jenis program
PPM yang menunjukkan tingkat kepedulian sekaligus Kkeserasian

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PENYANDANG DIFABEL
dalam Konteks Pendidikan Karakter Bangsa



13

program DPZM Ditjen Dikti terhadap persoalan-persoalan yang
dihadapi masyarakat. Sejak tahun 1994, DP2M merilis Program Vucer
yang membantu menemukan solusi teknologi atau manajemen bagi
usaha Kkecil, berdampingan dengan Program Penerapan Ipteks yang
tokus pada pembinaan kelompok masyarakat. Pada tahun 1997, DP2M
mengembangkan Program Vucer Multi Tahun (VMT) sebagai respon
terhadap rendahnya minat usaha kecil untuk berkembang melalui basis
teknologi atau manajemen bisnis modern. Pada tahun yang sama
dilahirkan Program Pengembangan Budaya Kewirausahaan di
Perguruan Tinggi (PBKPT) untuk membantu melahirkan sarjana-
sarjana entrepreneur sebagai tanggapan DP2M atas lambatnya
perkembangan usaha kecil di Indonesia akibat kurangnya pemahaman
ilmu pengetahuan di lingkungan pengusaha kecil. Pada tahun 2000
kembali DP2M merilis program baru sebagai respons atas belum
mampunya masyarakat menerima sains-teknologi canggih dari
perguruan tinggi, sementara kebutuhan masyarakat akan produk
kepakaran termaksuk mendesak untuk dipenuhi. Program tersebut
diberi nama Unit Usaha Jasa dan Industri (u-UJI). Adanya u-UJI di
samping untuk membangun science and technology park di kampus-
kampus Indonesia, juga sekaligus menunjukkan kepada dunia industri
atau investor akan adanya produk-produk intelektual yang dapat
dihasilkan di kampus dan dapat menerobos masuk pasar nasional,
bahkan global. Respons DP2M atas rendahnya kinerja program Kuliah
Kerja Nyata (KKN) PT diwujudkan dalam Program Sinergi
Pemberdayaan Potensi Masyarakat atau lebih dikenal dengan nama
Sibermas, PT diwajibkan bermitra sekaligus menjadi partner
Pemkab/Pemkot dalam melaksanakan RPJM dalam suatu kawasan atau
wilayah tertentu. Sibermas dilaksanakan sejak tahun 2001 dan
berkembang menjadi suatu program vyang sangat diminati
Pemkab/Pemkot di Indonesia.

Eksistensi program PPM tersebut di atas telah mampu
memberikan peningkatan Kkinerja bisnis industri mikro, usaha kecil
menengah melalui modifikasi proses, peralatan proses, manajemen
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bisnis, pemasaran bahkan sampai pada tahap manajemen mutu.
Sedangkan program PPM bagi masyarakat baik melalui kemitraan
dengan Pemkab/Pemkot maupun langsung pada kelompok-kelompok
masyarakat berhasil meningkatkan kemauan bekerja dan kesadaran
masyarakat untuk memberdayakan sumber daya alam di lingkungannya
bagi peningkatan perekonomian dan Kkesejahteraan, sekaligus
memutakhirkan penguasaan sains-teknologi, tidak hanya dalam
kemampuan bertani, berkebun, berternak dan berwirausaha, melainkan
juga dalam bidang teknologi tepat guna, pendidikan, kesehatan bahkan
keagamaan.

Pada tahun 2008, DP2M melihat adanya Kketidaksempurnaan
dalam pelaksa-naan, di samping keterbatasan kapasitas program dan
alokasi dana dalam menangkap seluas serta sedalam mungkin persoalan
yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, DP2ZM mencoba melakukan
aksi terobosan dengan merintis kegiatan PPM yang berasal dari produk-
produk riset, meningkatkan satuan biaya kegiatan, bekerja sama dengan
Departemen Teknis atau institusi pemerintah lain, mengekspos kegiatan
PPM dan semua jenis produknya langsung ke masyarakat melalul media
masa ataupun ke lingkungan yang lebih spesifik seperti Pemerintah
Kota/Kabupaten atau KADIN.

Perubahan-perubahan kebutuhan dasar masyarakat yang
berlangsung terus menerus sebagai akibat dari dinamika kehidupan
dunia, tetap menjadi acuan DP2ZM dalam merumuskan program-
program PPM sehingga dapat diharapkan dampaknya terasakan
semakin signifikan. Persoalan rendahnya kinerja dan mutu produk
usaha mikro, pengangguran, kemalasan, kemiskinan, kebodohan,
penyakit dan lain-lain persoalan yang menjadi fokus perhatian program
PPM DP2M selama inj, masih harus ditambah lagi dengan permasalahan
lulusan perguruan tinggi yang tidak berpenghasilan, pertumbuhan kota
yang tidak terkendali, UU BHP, konservasi budaya dan kearifan lokal
serta banyak lagi persoalan-persoalan yang harus dihadapi bangsa
Indonesia akan sangat memengaruhi aktualitas, Kkapasitas dan
fleksibilitas program PPM di masa mendatang. Mengantisipasi dinamika
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masyarakat tersebut, DP2M melakukan reformasi seluruh program PPM
yang ada, baik melalui perluasan maupun peningkatan biaya satuan
program. Dengan demikian, program PPM DP2M masa kini memiliki
tingkat kelenturan tinggi sehingga siap menampung volume persoalan
masyarakat yang lebih luas dan mendasar.

Oleh karena seluruh program bersendikan pada penerapan Ilmu
Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS), maka penamaan program
PPM DPZ2M tahun 2009 berlandaskan pada kegiatan tersebut dan
kontekss sasarannya. Program IyM misalnya berarti Program Ipteks bagi
Masyarakat; IpK yaitu Ipteks bagi Kewirausahaan; [,W yaitu Ipteks bagi
Wilayah; [,PE adalah Ipteks bagi Produk Ekspor dan I,IKK yaitu Ipteks
bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus. Reformasi substansi dan juga
nama program PPM ini ditujukan bagi kesempurnaan partisipasi
Perguruan Tinggi dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat
di samping memberi peluang terjadinya pemutakhiran sains, teknologi
dan seni di Perguruan Tinggi.

E. Program Kewurausahaan di Perguruan Tinggi
1. Ipteks Bagi Masyarakat (I,M)

[pteks bagi Masyarakat (IsM) merupakan salah satu program
pengabdian kepada masyarakat (PPM) vyang dirumuskan dan
dikembangkan DP2M Ditjen Dikti pada tahun 2009. Program [,M
dibentuk melalul integrasi dua program PPM sebelumnya, yaitu
penerapan Ipteks dan Vucer, yang masing-masingnya telah
dilaksanakan sebelum tahun 1992 dan sejak 1994.

Sebagaimana telah diketahui bahwa program penerapan Ipteks
difokuskan pada penerapan hasil-hasil Ipteks perguruan tinggi untuk
meningkatkan keterampilan dan pemahaman Ipteks masyarakat.
Program ini1 dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan
pelayanan masyarakat, serta kaji tindak dari Ipteks yang dihasilkan
perguruan tinggi. Khalayak sasarannya adalah masyarakat luas, baik
perorangan, kelompok, komunitas maupun lembaga, di perkotaan atau
perdesaan. Sedangkan program Vucer fokus pada solusi persoalan
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teknologi atau manajemen, termasuk pembukuan dan pemasaran untuk
khalayak sasaran industri kecil dan koperasi.

Berbeda dengan program Vucer, produk pelaksanaan program
penerapan Ipteks pada awalnya tidak menghasilkan luaran yang
terukur. Namun sejak sekitar 5 (lima) tahun silam, penerapan Ipteks
dituntut agar mampu menghasilkan produk yang terukur pula. Dengan
demikian, kegiatan program penerapan Ipteks dalam perkembangannya
semakin sulit dibedakan secara jelas dengan program Vucer, kecuali
dari sisi mitranya. Keterukuran diutamakan guna membuka peluang
DP2M menentukan indikator kinerja kedua program. Di sisi lain, DP2M
mencoba menerapkan paradigma baru dalam Kkegiatan PPM yang
bersifat problem solving, komprehensif, bermakna, tuntas, dan
berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran yang tidak individual. Hal-
hal inilah yang menjadi alasan dikembangkannya program Ipteks bagi
Masyarakat (IoM).

Dalam program Ipteks bagi Masyarakat (I,M), khalayak
sasarannya adalah sekelompok masyarakat atau sejumlah pengusaha
mikro. Kegiatan ItM merupakan solusi terhadap permasalahan yang
dihadapi mitra melalui pendekatan secara terpadu, melibatkan berbagai
disiplin ilmu, baik serumpun maupun tidak. Program [,M menghasilkan
luaran yang terukur, bermakna, dan berkelanjutan bagi kelompok
masyarakat atau kelompok pengusaha mikro. Kegiatan [,M dapat
dilakukan di perkotaan atau pedesaan dari berbagai bidang ilmu,
teknologi, seni suatu perguruan tinggi, sesuai Kkebutuhan mitra
sasarannya. Misi program IyM adalah membentuk masyarakat produktif
yang tenteram dan sentosa.

1. Tujuan program IyM adalah:

a. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang
mandiri secara ekonomis.

b. Membantu menciptakan Kketentraman, Kkenyamanan dalam
kehidupan bermasyarakat.
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c. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau
keterampilan lain yang dibutuhkan.

Luaran program I,M dapat berupa: 1) Jasa, 2) Metode, 3)
Produk/Barang dan 4) Paten yang memberi dampak pada: (a) updating
Iipteks di masyarakat, (b) peningkatan produktivitas mitra (c)
peningkatan atensi akademisi terhadap kelompok masyarakat/industri
kecil, (d) peningkatan kegiatan pengembangan ilmu, teknologi dan seni
di perguruan tinggi.

Hasil program ItM wajib di diseminasikan dalam bentuk artikel
iIlmiah dan dipublikasikan melalui Jurnal Nasional. Program I,M
berlangsung selama 1 (satu) tahun dan dibiayai sepenuhnya melalui
DIPA DP2M Ditjen Dikti atau bersama instansi lain. Dukungan dana
DIPA DP2M Ditjen Dikti maksimum sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan minimal 8 bulan.
Pencairan dana dilakukan melalui dua tahap; tahap I 70% dan 11 30%.
Tahap Il tidak akan dicairkan jika Laporan Akhir belum diterima DP2M.

2. Ipteks bagi Kewirausahaan (I,K)

[pteks bagi Kewirausahaan (I,K) merupakan program baru di
DP2M Dikti yang dirumuskan pada tahun 2009. Pada prinsipnya
program [,K mensubstitusi program sejenis sebelumnya, yaitu
Pengembangan Budaya Kewirausahaan di Perguruan Tinggi (PBKPT),
yang dirumuskan dan direalisasikan sejak tahun 1997. Program PBKPT
yang dilaksanakan secara parsial tanpa adanya sinergi di antara setiap
program (KWU, KKU, MKU, KBPK dan INWUB), menyebabkan tidak
dapat mencapal misinya membentuk wirausaha baru dari kampus. Di
samping itu, PT umumnya telah memiliki mata kuliah wajib atau pilihan
kewirausahaan dan Unit Penempatan Tenaga Kerja.

Oleh karena itu, DP2ZM memandang perlu untuk merumuskan
suatu program dengan misi yang sama, yaitu menghasilkan wirausaha-
wirausaha baru dari kampus, namun melalui program terintegrasi
dengan kreasi metode diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara
program. IyK dikelola sejumlah staf dari berbagai disiplin ilmu dan
melaksanakan sejumlah kegiatan kreatif untuk menghasilkan
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wirausaha baru yang mandiri. Dalam Kkegiatannya, [,K juga dapat
berkolaborasi melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang
terkait dengan pengembangan kewirausahaan.

Misi program I[pK adalah memandu PT menyelenggarakan unit
layanan kewirausahaan yang profesional, mandiri dan berkelanjutan,
berwawasan knowledge based economy. Adapun tujuannya adalah (1)
menciptakan wirausaha baru yang mandiri, (2) meningkatkan
keterampilan manajemen wusaha bagi masyarakat industri, (3)
menciptakan metode pelatihan kewirausahaan yang cocok bagi
mahasiswa PKMK/mahasiswa wirausaha. Mengingat bahwa IK suatu
saat harus mandiri dan operasionalnya berkelanjutan, maka I K diberi
akses seperti halnya unit profit.

Dalam upaya menciptakan wirausaha baru mandiri, program IpK
dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan,
menempatkan mahasiswa untuk melaksanakan magang pada
perusahaan yang mapan dan memfasilitasi mahasiswa berwirausaha.
Pelatihan dilaksanakan  untuk  memberikan  pengetahuan
kKewirausahaan, mendorong tumbuhnya motivasi berwirausaha,
meningkatkan pemahaman manajemen (organisasi, produksi, keuangan,
dan pemasaran) dan membuat rencana bisnis atau studi kelayakan
usaha.

Kegiatan magang pada perusahaan dilaksanakan untuk
memberikan pengalaman praktis kewirausahaan kepada mahasiswa
dengan cara ikut bekerja sehari-hari pada perusahaan tersebut.
Mahasiswa yang telah mulai berwirausaha dan mahasiswa PKMK, bisa
menyempurnakan kegiatan kewirausahaan yang telah dilakukan
sebelumnya, untuk meningkatkan usahanya. Unit layanan program [,K
setiap tahun wajib membina 20 calon wirausaha yang seluruhnya
adalah mahasiswa PKMK/mahasiswa yang merintis usaha baru. ;K
diharapkan juga bersinergi dengan bidang kemahasiswaan perguruan
tinggi untuk merekrut mahasiswa yang mendapatkan Program
Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan dan peserta kegiatan
kKewirausahaan yang didanai Direktorat Kelembagaan Dikti sebagai
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tenant. Luaran kegiatan I,K adalah (1) wirausaha baru mandiri per
tahun yang siap berkompetisi di masyarakat. (2) 80 % dari calon
wirausaha tahun pertama menjadi wirausaha baru. Hasil program I,K
wajib diseminasikan dalam bentuk artikel dan dipublikasikan melalui
jurnal internasional.

Kegiatan I[pK dapat dilaksanakan maksimum 3 (tiga) tahun
berurutan. Setiap tahunnya ItK wajib mengelola sebanyak 20 tenant.
Jika misalnya ada 5 (lima) orang tenant telah menjadi wirausaha pada
tahun pertama, maka tahun kedua IyK wajib merekrut jumlah tenant
yang sama, yaitu 5 (lima) orang. Demikian seterusnya sehingga 80%
peserta awal menjadi wirausaha. Rencana Kkegiatan tahun pertama
harus rinci, sedangkan tahun kedua dan Kketiga boleh secara garis
besarnya saja. Setiap tahun rencana harus dirinci dan dituangkan dalam
laporan tahunan kegiatan, untuk dinilai kelayakan kelanjutannya. Dana
yang disediakan Dikti adalah maksimum Rp 100.000.000,-, dan PT yang
bersangkutan minimal Rp 20 juta (duapuluh juta rupiah), flat selama
tiga tahun. Dana PT digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen
[LbK. Dalam kegiatannya juga terbuka peluang bagi lembaga mitra lain
untuk bekerja sama dan/atau membiayal kegiatan yang dilaksanakan.
Dana kemitraan lain dapat berupa bantuan lembaga perbankan, non-
bank, hibah dalam atau luar negeri. Pencairan dana dilakukan dalam 2
tahap; tahap I 70 % dan tahap Il 30 %. Tahap kedua baru dapat
dicairkan jika laporan akhir/laporan tahunan sudah diterima DP2M
Ditjen Dikti tepat pada waktu seperti tersebut dalam Kontrak Kerja
sama.

Usulan [yK harus telah diterima DP2ZM Ditjen Dikti paling lambat
tanggal 31 Mei setiap tahunnya. Usulan ditulis lengkap sesuail format
yang ditentukan DP2Z2M. Usulan yang lolos seleksi tahap satu akan
diundang untuk presentasi dan akan dikunjungi ke lapangan (site visit)
apabila dinilai sebagai usulan yang prospektif. Setelah kunjungan
lapangan, usulan yang baik, disarankan untuk didanai.
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3. Program Ipteks bagi Produk Ekspor (I,PE)

Program Ipteks bagi Produk Ekspor (I,PE) merupakan jelmaan
dart semula Vucer Multi Tahun (VMT) yang dirumuskan dan
dilaksanakan sejak tahun 1997-1998. VMT dilaksanakan sebagai
tanggung jawab PT atas resesi ekonomi yang dialami Indonesia pada
saat itu. Demikian pula ketidaksiapan pengusaha mikro atau kecil untuk
berkembang dan mengadopsi teknologi baru menjadi alasan lain
direalisasikannya VMT. Transformasi VMT menjadi I,PE menjadi
konsekuensi logis dihapuskannya program Vucer dari program
pengabdian kepada masyarakat DP2M.

Program [,PE merupakan satu Kkegiatan pengabdian kepada
masyarakat dalam bentuk penerapan dan pengembangan hasil riset
perguruan tinggi, berlangsung selama 3 (tiga) tahun. Persoalan yang
ditangani meliputi seluruh aspek bisnis UKM sejak bahan baku sampai
ke pemasaran produk. Demikian juga persoalan produksi dan
manajemen perusahaan, menjadi bidang garapan wajib [,PE. UKM mitra
yang dipilih harus mampu menghasilkan produk atau komoditas yang
berpeluang ekspor atau minimal dijual antar pulau. Dengan demikian,
pemilihan mitra UKM dan kualifikasi para peserta harus lebih selektif.

Pengusul program harus memahami bahwa (1) UKM mitra berdiri
sejajar dengan PT; (2) UKM mitra bukan usaha yang baru tumbuh tetapi
yang telah berjalan lancar; (3) Produk yang dihasilkan juga bukan
produk yang sama sekali baru; (4) UKM mitra membutuhkan bantuan
penerapan sains, teknologi dari PT.

Misi program I[,PE adalah meletakkan UKM pada posisi sains,
teknologi dan ekonomi yang lebih tinggi dan kokoh. Adapun tujuan
program I, UM adalah untuk: (1) memacu pertumbuhan ekspor produk
Indonesia melalui pertumbuhan pasar yang kompetitif;, (2)
meningkatkan pengembangan UKM dalam merebut peluang ekspor
melalui peningkatan kualitas produk dan pemasaran; (3) mempercepat
alih teknologi dan manajemen PT ke masyarakat industri; (4)
mengembangkan proses link & match antara PT, industri, Pemda, dan
masyarakat luas. Luaran program vyang diharapkan adalah: (1)
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meningkatnya nilai aset UKM, (2) terjalinnya kerja sama antara PT dan
UKM, (3) bertambahnya jumlah dan mutu produk yang dipasarkan; (4)
meningkatnya imbalan jasa bagi semua yang terlibat, (5) meningkatnya
jumlah tenaga kerja UKM.

Pendanaan Program I[,PE berasal dari minimal 2 (dua) sumber,
yaitu: (1) DIPA DP2M dan (2) UKM. Komposisi kedua sumber dana
adalah flat selama 3 (tiga) tahun, yaitu masing-masing Rp 100 juta DIPA
DP2M dan Rp 25 juta,- dana UKM. Sumber dana lain misalnya dari
Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah lainnya atau Lembaga Swasta
dimungkinkan untuk dijadikan penyerta. Tahap pencairan dana DIPA
DP2M adalah sebagai berikut Tahap 1 70% dan Tahap II 30% yang
dibayarkan setelah Laporan Akhir/Tahunan diterima DP2M tepat
waktu. Biaya dari DP2M sudah diperhitungkan termasuk kewajiban
yang berkenaan dengan komponen pajak yang harus dibayarkan dan
penyusunan artikel untuk publikasi/jurnal/majalah internasional setiap
tahunnya.

Usulan ILPE harus telah diterima DP2M Ditjen Dikti paling lambat
tanggal 31 Mel setiap tahunnya. Usulan ditulis lengkap sesuai format
yang ditentukan DP2M. Usulan yang lolos seleksi tahap satu akan
diundang presentasi dan akan dikunjungi ke lapangan (site visit) apabila
dinilai sebagai usulan yang prospektif. Setelah kunjungan lapangan,
usulan yang baik, disarankan untuk didanai.

4. Ipteks bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus (I,-1KK)

Program Ipteks bagi Bisnis Kampus (IplKK) adalah manifestasi
pengem-bangan Program Unit Usaha Jasa dan Industri (u-U]JI). Pada saat
dirumuskan dan selanjutnya direalisasikan tahun 2000-2001, UJI
terbatas pada aspek bisnis semata. Di lain pihak, tuntutan masyarakat
akan terbentuknya wirsausaha-wirsausaha baru dari kampus secara
intens mendorong pihak DP2M untuk menyempurnakan program u-U]I.
Dalam hal ini, dilakukan perluasan fungsi u-UJl. Jika pada saat awal
pembentukannya, u-UJl difungsikan sebagai unit profit, maka sejak
tahun 2009 dengan nama barunya [,IKK, unit ini diperluas dengan
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fungsi yang relevan, yaitu membantu menciptakan wirausaha-
wirausaha baru dari masyarakat kampus dan menjadi infrastruktur
penting program Ipteks bagi Kewirausahaan (IyK).

Dalam era knowledge based economy dan mendukung upaya
pengembangan otonomi perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Milik
Negara ataupun Badan Hukum Pendidikan (BHP), kemandirian
perguruan tinggi, termasuk kemandirian dan penatakelolaan sumber
daya keuangan, perlu ditingkatkan. Berkaitan dengan hal itu, upaya
pengembangan budaya knowledge based economy perguruan tinggi
perlu diberi akses dalam wujud mendirikan unit profit yang
memanfaatkan hasil pendidikan maupun riset dosen. Dengan
menyelenggarakan I[,IKK, perguruan tinggi berpeluang memperoleh
pendapatan dan membantu menciptakan wirausaha baru. Hasil riset
perguruan tinggi yang merupakan inovasi baru dan mempunyai nilai
ekonomis serta mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
seperti hak cipta, paten, merupakan aset yang sangat berharga bagi
pertumbuhan dan perkembangan Ip,1KK.

Program I,IKK diharapkan mampu mendorong perguruan tinggi
dalam membangun akses yang menghasilkan produk jasa dan/atau
teknologi hasil ciptaannya sendiri. Wujud [,JKK di perguruan tinggi
dapat berupa badan usaha atau bermitra dengan industri lainnya dan
dapat didirikan serta dikelola kelompok dosen sesuai dengan
kompetensinya di level Ilaboratorium, pilot plant, bengke],
jurusan/departemen, fakultas/sekolah, UPT, pusat riset dan
pengembangan atau lembaga lain yang berada di dalam perguruan
tinggi tersebut. Sekali didirikan, IpIKK diharapkan terus berkelanjutan
sehingga inisiatif awal perlu disusul dengan ketekunan berusaha dan
kejelian menangkap peluang pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Misi program I,IKK adalah menciptakan science and technology
park  di  lingkungan  perguruan tinggi dalam  kerangka
mengembangluaskan budaya knowledge based economy. Tujuan
program I,1KK adalah: (a) mempercepat proses pengembangan budaya
kewirausahaan di perguruan tinggi, (b) membantu menciptakan akses
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bagi terciptanya wirausaha baru, (¢} menunjang otonomi kampus
perguruan tinggi melalui perolehan pendapatan mandiri atau bermitra,
(d) memberikan kesempatan dan pengalaman kerja kepada mahasiswa,
(e) mendorong berkembangnya budaya pemanfaatan hasil riset per-
guruan tinggi bagi masyarakat dan (f) membina kerja sama dengan
sektor swasta termasuk pihak industri dan sektor pemasaran.

Luaran program adalah (a) unit profit di perguruan tinggi
berbasis produk intelektual dosen, (b) produk jasa dan/atau barang
komersial yang terjual dan menghasilkan pendapatan bagi perguruan
tinggi, (c) paten dan/atau (d) wirausaha- wirausaha baru berbasis
Ipteks. Luaran ini diharapkan dapat memberi dampak berkembang dan
meluasnya budaya kewirausahaan dan pemanfaatan hasil riset maupun
pendidikan di perguruan tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan
masyarakat. Di samping itu juga memberikan peluang (e) updating sains
dan teknologi di perguruan tinggi. Hasil program I,IKK wajib
didesiminasikan dalam bentuk artikel ilmiah dan dipublikasikan di
jurnal/majalah Internasional.

Pendanaan Program IbIKK bersumber dari DIPA DP2M Ditjen
Dikti sebesar maksimum Rp100.000.000,00 (seratus) juta rupiah dan
PT minimum sebesar Rp 25.000.000,00 (duapuluh lima) juta rupiah, flat
selama 3 (tiga) tahun. Pencairan dana DIPA DP2M dilakukan melalui
dua tahap; Tahap I 70% dan II 30%. Tahap Il baru dicairkan jika
Laporan Tahunan atau Laporan Akhir sudah diterima DP2M tepat waktu
seperti tersebut dalam Kontrak Kerja sama.

Usulan IbIKK harus telah diterima DP2M Ditjen Dikti paling
lambat tanggal 31 Mei setiap tahunnya. Usulan ditulis lengkap sesuai
format yang ditentukan DP2M. Usulan yang lolos seleksi tahap 1 akan
diundang untuk presentasi dan akan dikunjungi ke lapangan (site visit)
apabila dinilai sebagai usulan yang prospektif. Setelah kunjungan
lapangan, usulan yang baik, disarankan untuk didanai.

5. Program Ipteks bagi Wilayah (I,W)

Program Ipteks bagi Wilayah (IsW) merupakan jelmaan perluasan

Program Sinergi Pemberdayaan Potensi Masyarakat (SIBERMAS).
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Program ini disusun, dirumuskan dan disosialisasikan pada tahun 2000-
2001, diterapkan sebagal jawaban PT atas diterbitkannya kebijakan
pemerintah tentang Otonomi Daerah. Realisasi program ke masyarakat
yang tidak bersinergi pada saat itu, mendorong Ditjen Dikti untuk turut
berperan aktif mensinergikan semua pihak terkait di dalamnya. Salah
satu luaran utama SIBERMAS sampai tahun 2008 adalah tersusunnya
Renstra Pemkab atau Pemkot mitra. Pada saat renstra tidak lagi menjadi
kendala dalam penyusunannya, dan persoalan Pemkab/Pemkot tidak
hanya terbatas pada social needs akan tetapi juga fisik kewilayahan,
maka SIBERMAS dipandang perlu diperluas. Perluasan persoalan yang
dapat ditangani mendorong pembentukan program I, W.

Program I[,W juga dilatarbelakangi berbagai permasalahan yang
eksis di masyarakat, antara lain: (1) ketidakmapanan sebagian besar
masyarakat terhadap pembangunan kehidupan pribadi, keluarga dan
masyarakat dalam era globalisasi; (2) Ipteks perguruan ting<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>